DAFTAR PUSTAKA

1. Buku
Bondan Hermanto, 1987, Aspek Tata Ruang Dalam Pengembangan Wilayah
Berwawasan Lingkungan, Daerah Istimewa Yogyakarta: Biro Bina
Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Eko Budihardjo, Sudanti Hardjohubojo, 1993, Kota Berwasan Lingkungan,
Bandung: Almuni.

Johara T. Jayaginata, 1999, Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan,
Perkotaan, dan Wilayah, Bandung: ITB Press.

Jonathan B. Wiener, 2002 , Precaution in a Multi-Risk World” in Dennis
Paustenbach (ed.), Human and Ecological Risk Assessment: Theory and
Practice 1509-31, New York: John Wiley and Sons.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1985, Peraturan perundang-undangan pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Amdal (makalah materi kursus dasar-dasar
amdal), Makasar: Kantor MENKLH-PSL UNHAS Ujung Pandang.

Mudakir Iskandar, 2010, Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan
Umum, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Richard Andrews, 2006, Managing the Environment, Managing Ourselves (2nd
edn, New Haven: Yale University Press,) (reviewing the history of
environmental regulation over the past four centuries).

Richard Stewart and Paul Weiler, 1991, The American Law Institute report on
Enterprise Liability.

Sahnan, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Malang: Setara Press.

HAW Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang, Makassar, Kencana.

2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

119



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043).

Undang-udang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengunglangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4723).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4725).

Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103).

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana
Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E)

Perauran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 tahun 2001 tentang Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2001 Nomor 11 Seri B)

3. Jurnal
Candra Puspita K, 2014, Kajian Permasalahan Kebijakan Penetapan Status
Bencana, Kelembagaan Bpbd, Dan Pengelolaan Bantuan Pasca Terbitnya
UU Nomor 24 Tahun 2000, BPK RI,Vol. 1(1): 93-104.

Donni Kurniawan dan Tjihno Windryanto, 2014, Implementasi Kebijakan UU
No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Paradigma, Vol.
3(2): 41-62.

Gunawan, 2014, Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana:

Kasus Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman — DI Yogyakarta,
Sosio Informa, Vol. 19(2): 91-190

120



Ishviati Joenaini Koenti, 2016,Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY
denganParadigma Kontinjensi , lus Quia lustum,Vol. 23(3): 461-485.

La Ode Angga, 2017, Makna Prinsip Kehati-Hatian dalam Peraturan Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup
di Provinsi Maluku, Jurnal Media Hukum, Vol. 24(2): 156-163.

Ligal Sibastian, 2008, Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir,
Dinamika Teknik Sipil,Vol. 8(2): 162-169.

Okta Cendhy Bunga P, dkk, 2017, Kebijkan Kesesuaian Manajemen Bencana
terhadap Komponen Manajemen Bencana Pada Kawasan Rawan
Bencana Tanah Longsor Tinggi Di Kabupaten Karanganyar,
Aursitektura,Vol. 15(1): 197-205.

Samudra Ivan, dkk, 2016, Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam
Mendukung Penyusunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pokok
Wilayah Kabupaten Sleman, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 22(1): 22-
41.

Sunarno, 2015, Incorporating Good Land Governance In The Disaster Region
Of Yogyakarta, Jurnal Media Hukum UMY, Vol. 22(1): 16.

Yassir Arafat, 2007, Konsep Sistem Peringatan Dini di Wilayah Bencana Banjir
Sibalaya Kabupaten Donggala, Smartek, Vol. 5(3): 173-256.

. Tesis

Mardayeli Danhas, 2011, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penggulangan
Bencana di Provinsi Sumatera Barat [Tesis], Padang (ID): Universitas
Andalas.

. Disertasi
Edy Lisdiyono, 2008, Legislagi Penataan Ruang [Disertasi], Semarang (ID):
Universitas Diponegoro Semarang.

. Internet dan Surat Kabar

Koran Humas UGM, Jumlah Pengungsi Erupsi Merapi, Diunduh melalui
https://ugm.ac.id/id/berita/2750di.sleman.jumlah.pengungsi.merapi.berta
mbah.menjadi.15216.jiwa _(koran.humas.ugm.ac.id) pada tanggal 1
Februari 2018, Pukul 10.41 WIB

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sanksi Terhap Pelanggaran Tata Ruang,
Diunduh melalui http://pertaru.slemankab.go.id/1223/pemasangan-papan-
peringatan-larangan-perubahan-fungsi-pemanfaatan-ruang-oleh-

121


https://ugm.ac.id/id/berita/2750di.sleman.jumlah.pengungsi.merapi.bertambah.menjadi.15216.jiwa
https://ugm.ac.id/id/berita/2750di.sleman.jumlah.pengungsi.merapi.bertambah.menjadi.15216.jiwa
http://pertaru.slemankab.go.id/1223/pemasangan-papan-peringatan-larangan-perubahan-fungsi-pemanfaatan-ruang-oleh-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional/
http://pertaru.slemankab.go.id/1223/pemasangan-papan-peringatan-larangan-perubahan-fungsi-pemanfaatan-ruang-oleh-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional/

kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional/Pada
Tanggal 14 februari 2018, Pukul 00:48 WIB

Website Resmi Kabupaten Sleman, Jumlah Pengguni Hunian Tetap Di
Kecamatan Cangkringan, Diunduh melaui
http://www.slemankab.go.id/8464/penghuni-huntap-cangkringan-terima-
imb.sIm Pada Tanggal 1 Feberuari 2018, Pukul 11.08 WIB

Tribun Jogja, Jumlah Korban Tanah Longsor, Diunduh
melaluihttp://jogja.tribunnews.com/2017/08/19/inilah-daftar-nama-
korban-tambang-longsor-di-cangkringan-2-orang-tewas pada tanggal 19
Februari 2018 pukul 19:42 WIB

Antara News, Dampak Angin Kencang Di Sleman, Diunduh melalui
https://www.antaranews.com/berita/680959/angin-kencang-akibatkan-
sejumlah-pohon-tumbang pada tanggal 19 Februari 2018, Pukul 19:26
WIB.

122


http://pertaru.slemankab.go.id/1223/pemasangan-papan-peringatan-larangan-perubahan-fungsi-pemanfaatan-ruang-oleh-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional/
http://www.slemankab.go.id/8464/penghuni-huntap-cangkringan-terima-imb.slm
http://www.slemankab.go.id/8464/penghuni-huntap-cangkringan-terima-imb.slm
http://jogja.tribunnews.com/2017/08/19/inilah-daftar-nama-korban-tambang-longsor-di-cangkringan-2-orang-tewas
http://jogja.tribunnews.com/2017/08/19/inilah-daftar-nama-korban-tambang-longsor-di-cangkringan-2-orang-tewas
https://www.antaranews.com/berita/680959/angin-kencang-akibatkan-sejumlah-pohon-tumbang
https://www.antaranews.com/berita/680959/angin-kencang-akibatkan-sejumlah-pohon-tumbang

